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ABSTRACT

Perkembangan e-litigation perdata di Indonesia menimbulkan tantangan etika baru bagi advokat terkait perlindungan data,
keamanan dokumen elektronik, dan komunikasi daring, sementara kode etik konvensional belum memadai. Penelitian ini
bertujuan menganalisis urgensi kode etik digital bagi advokat dalam e-litigation perdata. Menggunakan pendekatan hukum
normatif dengan studi literatur, populasi mencakup norma hukum, regulasi e-court, dan literatur 2020-2025, sampel
purposif 50+ dokumen relevan. Instrumen studi literatur primer-sekunder-tersier dianalisis kualitatif deskriptif deduktif.
Hasil menunjukkan keterbatasan kode etik konvensional menghadapi risiko siber dan ketidakpastian hukum, schingga
kode etik digital mendesak untuk melindungi klien dan integritas profesi. Kesimpulan merekomendasikan sinergi
organisasi advokat-Mahkamah Agung menyusun kode etik digital dengan pelatihan wajib.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem peradilan perdata di Indonesia
secara mendasar, mendorong penerapan e-court dan e-litigation untuk mencapai efisiensi,
transparansi, dan akses keadilan yanglebih luas. Proses seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya,
pemanggilan pihak, dan pengiriman dokumen kini berlangsung secara elektronik, sementara e-
litigation memfasilitasi tahapan persidangan daring seperti pertukaran dokumen, replik, duplik,
pembuktian tertulis, hingga pembacaan putusan (Rahmawati, 2024; Asrofi, 2023). Transformasi ini
tidak hanya menyederhanakan teknis beracara tetapi juga menuntut adaptasi dari para penegak hukum,
khususnya advokat yang berperan strategis dalam membela klien dan menjaga keadilan.

Advokat kini harus menguasai kompetensi hukum acara sekaligus teknologi informasi,
termasuk pengelolaan dokumen elektronik, perlindungan data klien, dan komunikasi profesional
daring, agar tetap efektif di era peradilan digital (Rahmawati, 2024). Namun, pergeseran ini turut
memunculkan risiko baru yang menantang integritas profesi, seperti potensi penyalahgunaan data dan
pelanggaran kerahasiaan di ruang maya (Asrofi, 2023; Mahardika & Suryadi, 2022; Nugroho et al.,
2023).

Tantangan etik pertama muncul dari perbandingan praktik e-litigation perdata dengan sistem
konvensional, di mana interaksi daring meningkatkan risiko pelanggaran seperti manipulasi dokumen
elektronik atau komunikasi tidak profesional yang sulit diawasi secara langsung. Advokat menghadapi
tekanan untuk menjaga kehati-hatian di tengah kemudahan akses digital, yang sering kali melampaui
batas etika tradisional (Asrofi, 2023; Pratiwi, 2024). Risiko ini diperparah oleh kurangnya pengawasan
fisik, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menegakkan standar profesi (Khatimah, 2024;
Ramadhani & Pratama, 2023).

Risiko keamanan siber dan perlindungan data elektronik semakin memengaruhi etika advokat,
karena dokumen sensitif kini rentan terhadap peretasan, kebocoran, atau kelalaian teknis dalam sistem
e-litigation. Advokat bertanggung jawab atas keaslian dan kerahasiaan data klien, namun minimnya
protokol digital sering menyebabkan pelanggaran yang merugikan kepercayaan proses peradilan
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(Rahmawati, 2024; Andriyana et al., 2024). Kondisi ini menekankan perlunya kesadaran etis yang lebih
kuat untuk mencegah dampak negatif terhadap klien dan integritas hukum (Setia Putri, 2024; Sari &
Widodo, 2022).

Kode etik advokat konvensional yang ada belum mampu mengakomodasi praktik digital
secara memadai, karena fokusnya pada interaksi tatap muka dan dokumen fisik, meninggalkan
kekosongan norma terkait etika daring, pengelolaan data, dan sanksi pelanggaran siber. Hal ini
berimplikasi pada ketidakpastian hukum, di mana advokat kesulitan menafsirkan aturan lama untuk
konteks baru, sehingga melemahkan profesionalisme dan pengawasan profesi (Asrofi, 2023; Nasution,
2022). Ketiadaan pengaturan spesifik juga menghambat kepastian hukum dan keadilan dalam e-
litigation (Zonia, 2024; Faisal & Rahman, 2021).

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kode etik digital bagi advokat dalam e-litigation
perdata melalui pendekatan normatif, dengan fokus pada tantangan etik, risiko siber, keterbatasan
kode konvensional, dan implikasinya terhadap profesionalisme. Urgensinya terletak pada kebutuhan
mendesak melindungi klien, menjaga integritas profesi, dan menjamin kepastian hukum di era digital,
sementara kebaruannya menawarkan kerangka konseptual adaptif yang mengintegrasikan prinsip etika
digital dengan regulasi e-court, berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih umum pada efisiensi teknis
semata (Rahmawati, 2024; Asrofi, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pemetaan
norma, asas, dan kaidah hukum terkait etika profesi advokat dalam sistem e-litigation perdata, sesuai
dengan karakteristik penelitian hukum yang menganalisis sistem hukum secara deskriptif-analitis
untuk mengungkap urgensi kode etik digital (Wiraguna, 2024; Sugiyono, 2023). Pendekatan yang
diterapkan mencakup pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep etika profesi, kode etik advokat,
dan prinsip etika digital dalam konteks peradilan elektronik, serta pendekatan perundang-undangan
untuk menelaah regulasi e-court, e-litigation, dan kedudukan advokat sebagai penegak hukum.
Pendekatan ini memungkinkan analisis komprehensif terhadap ketidaksesuaian norma konvensional
dengan dinamika digital, sebagaimana direkomendasikan dalam metodologi hukum normatif yang
menekankan sintesis konsep dan statute untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan (Sudaryono,
2022; Emzir, 2021).

Instrumen penelitian berupa studi literatur yang mengumpulkan bahan hukum primer seperti
peraturan perundang-undangan tentang peradilan elektronik, kode etik advokat, dan putusan
pengadilan terkait e-litigation, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum acara
perdata, dan tesis relevan, dilengkapi bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.
Teknik analisis data menerapkan analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif, yaitu
menguraikan permasalahan secara sistematis dari ketentuan umum menuju kesimpulan khusus
tentang urgensi kode etik digital, untuk memastikan interpretasi yang mendalam dan kontekstual
terhadap data normatif (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2025).

Populasi penelitian mencakup keseluruhan norma hukum, regulasi, kode etik, dan literatur
relevan yang mengatur etika advokat dan sistem e-litigation perdata di Indonesia, termasuk Peraturan
Mahkamah Agung tentang e-court, Kode Etik Advokat Indonesia, serta putusan pengadilan
elektronik dari 2020-2025. Sampel dipilih secara purposif dengan kriteria inklusi berfokus pada
sumber primer dan sekunder yang secara langsung membahas tantangan etika digital, risiko siber, dan
keterbatasan kode etik konvensional, sehingga menghasilkan 50+ dokumen representatif yang
mencakup perspektif normatif dan empiris terkini (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022).

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dari fenomena e-litigation di
pendahuluan, dilanjutkan pengumpulan data melalui pencarian sistematis di database hukum seperti
repository Mahkamah Agung, Google Scholar, dan jurnal nasional menggunakan kata kunci "e-
litigation etika advokat" dan "kode etik digital perdata". Data diorganisasi, divalidasi keasliannya,
kemudian dianalisis secara bertahap melalui deskripsi, interpretasi, dan silogisme hukum untuk
menyimpulkan urgensi kode etik digital, dengan triangulasi sumber guna meningkatkan validitas
kesimpulan (Creswell & Poth, 2025; Sugiyono, 2023; Wiraguna, 2024).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep E-Litigation dalam Sistem Peradilan Perdata

E-litigation merupakan bagian dari modernisasi sistem peradilan yang memanfaatkan
teknologi informasi untuk mendukung proses penyelesaian perkara secara elektronik. Dalam konteks
peradilan perdata, e-litigation dapat dipahami sebagai mekanisme beracara yang memungkinkan para
pihak, termasuk hakim dan advokat, untuk melakukan berbagai tahapan persidangan tanpa harus hadir
secara fisik di ruang sidang. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta
akses terhadap keadilan, khususnya bagi pencari keadilan yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan
biaya.

Ruang lingkup e-litigation dalam sistem peradilan perdata mencakup seluruh rangkaian proses
beracara yang dilakukan secara elektronik setelah perkara terdaftar melalui sistem e-court. Ruang
lingkup tersebut meliputi pertukaran dokumen persidangan, penyampaian jawaban, replik, dan duplik,
pembuktian tertulis, hingga penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan. Dengan demikian, e-
litigation tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga menjadi media utama dalam
pelaksanaan persidangan perdata berbasis teknologi informasi (Arifin, 2024).

Penerapan e-litigation di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengikat.
Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman telah mengeluarkan berbagai
peraturan yang mengatur penggunaan sistem peradilan elektronik, antara lain Peraturan Mahkamah
Agung tentang administrasi dan persidangan perkara secara elektronik. Regulasi tersebut menjadi
landasan normatif bagi pelaksanaan e-court dan e-litigation serta memberikan kepastian hukum bagi
para pihak yang terlibat dalam proses peradilan perdata secara elektronik.

Selain peraturan Mahkamah Agung, dasar hukum e-litigation juga tidak dapat dilepaskan dari
prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Penerapan e-litigation dipandang
sebagai bentuk konkret dari upaya mewujudkan asas tersebut melalui pemanfaatan teknologi
informasi, sehingga proses beracara dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi
kualitas penegakan hokum (Andika, 2022).

Tahapan proses beracara secara elektronik dalam e-litigation dimulai dari pendaftaran perkara
melalui sistem e-court, yang diikuti dengan pembayaran biaya perkara secara elektronik dan
pemanggilan para pihak secara daring. Setelah perkara terdaftar, proses persidangan dilanjutkan
dengan pertukaran dokumen elektronik seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik melalui sistem
yang telah disediakan oleh pengadilan. Seluruh dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang
sama dengan dokumen konvensional sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku (Siregar, 2025).

Tahap selanjutnya dalam e-litigation adalah pembuktian tertulis, penyampaian kesimpulan,
serta pembacaan putusan yang juga dapat dilakukan secara elektronik. Meskipun demikian, dalam
kondisi tertentu pengadilan tetap dapat memerintahkan kehadiran fisik para pihak apabila diperlukan
untuk kepentingan pembuktian atau pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, e-litigation
merupakan sistem beracara yang bersifat fleksibel, adaptif, dan terintegrasi, serta menjadi fondasi
penting bagi pengembangan peradilan perdata di era digital.

Kedudukan dan Peran Advokat dalam E-Litigation Perdata

Advokat memiliki kedudukan yang strategis sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem
peradilan perdata, sejajar dengan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Fungsi utama
advokat adalah memberikan jasa hukum kepada klien, baik berupa pendampingan, pembelaan,
maupun representasi kepentingan hukum di muka pengadilan. Dalam konteks e-litigation perdata,
kedudukan advokat tetap tidak berubah secara normatif, namun mengalami penyesuaian dalam cara
pelaksanaan fungsi tersebut seiring dengan diterapkannya sistem peradilan berbasis teknologi
informasi (Kamila, 2025).

Sebagai penegak hukum, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalitas,
independensi, dan integritas dalam setiap tahap proses beracara. Dalam e-litigation perdata, fungsi
advokat tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen hukum dan argumentasi yuridis, tetapi juga
mencakup kemampuan untuk mengoperasikan sistem elektronik peradilan secara cermat dan
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bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa peran advokat dalam e-litigation bersifat
multidimensional, yakni menggabungkan kompetensi hukum dan kompetensi teknologi.

Tanggung jawab advokat dalam sistem peradilan digital menjadi semakin kompleks, terutama
terkait dengan pengelolaan dokumen elektronik dan perlindungan data klien. Advokat bertanggung
jawab untuk memastikan keaslian, kerahasiaan, dan keamanan dokumen hukum yang diunggah ke
dalam sistem e-litigation. Selain itu, advokat juga harus menjaga etika komunikasi digital, baik dalam
berinteraksi dengan klien, aparat pengadilan, maupun pihak lawan, agar tidak melanggar norma hukum
dan kode etik profesi (Java, 2023).

Penerapan e-litigation perdata turut membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja
advokat. Jika sebelumnya praktik beracara didominasi oleh kehadiran fisik di pengadilan, maka dalam
sistem elektronik advokat lebih banyak bekerja melalui platform digital. Penyusunan dan pengiriman
dokumen dilakukan secara daring, koordinasi dengan klien dilakukan melalui media elektronik, serta
pemantauan jalannya perkara dilakukan melalui sistem informasi pengadilan. Perubahan ini menuntut
advokat untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan manajemen waktu yang lebih
efektif (Abadi, 2024).

Dengan demikian, kedudukan dan peran advokat dalam e-litigation perdata tidak hanya
menegaskan posisinya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor utama dalam transformasi
digital peradilan. Advokat dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara penguasaan teknologi
dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etik profesi. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya
penguatan pedoman etik yang relevan dengan praktik advokat di era peradilan digital.

Tantangan Etika Profesi Advokat di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan, khususnya melalui penerapan e-
litigation, membawa implikasi besar terhadap praktik profesi advokat. Di satu sisi, digitalisasi
memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses beracara, namun di sisi lain memunculkan
tantangan etika yang semakin kompleks. Advokat tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan etik
konvensional, tetapi juga dengan dinamika etika baru yang muncul akibat penggunaan teknologi digital
dalam menjalankan profesinya.

Salah satu tantangan utama etika profesi advokat di era digital adalah potensi terjadinya
pelanggaran etik dalam ruang digital. Praktik beracara secara elektronik membuka peluang terjadinya
tindakan tidak profesional, seperti penyalahgunaan sistem e-litigation, pengunggahan dokumen yang
tidak sesuai ketentuan, atau penggunaan teknologi untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut.
Selain itu, kemudahan akses dan distribusi informasi digital dapat mendorong advokat untuk bertindak
kurang hati-hati, sehingga berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesi
(Khatimah, 2024).

Isu kerahasiaan klien menjadi tantangan etika yang sangat krusial dalam praktik advokat di era
digital. Dalam sistem e-litigation, berbagai dokumen hukum yang memuat informasi sensitif klien
disimpan dan diproses secara elektronik. Kondisi ini meningkatkan risiko kebocoran data akibat
peretasan, kesalahan teknis, maupun kelalaian pengguna. Advokat memiliki kewajiban etik untuk
menjaga kerahasiaan informasi klien, sehingga dituntut untuk memiliki kesadaran dan kemampuan
dalam mengelola serta melindungi data elektronik secara aman.

Selain risiko kebocoran data, keamanan informasi digital juga berkaitan dengan integritas
dokumen elektronik yang digunakan dalam proses persidangan. Manipulasi, pemalsuan, atau
perubahan dokumen digital merupakan ancaman nyata yang dapat merusak kepercayaan terhadap
sistem peradilan. Oleh karena itu, advokat dituntut untuk memastikan keaslian dan validitas setiap
dokumen yang disampaikan melalui sistem e-litigation, serta mematuhi prosedur teknis yang telah
ditetapkan oleh pengadilan (Setia Putri, 2024).

Tantangan etika profesi advokat di era digital juga tercermin dalam aspek komunikasi dan
perilaku advokat secara daring. Penggunaan media komunikasi digital, seperti surat elektronik, aplikasi
pesan instan, dan platform konferensi daring, menuntut advokat untuk menjaga sikap profesional dan
beretika. Komunikasi yang tidak pantas, bernada provokatif, atau melanggar kesopanan dapat
mencederai martabat profesi advokat serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
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Selain itu, perilaku advokat di ruang digital tidak hanya terbatas pada konteks persidangan,
tetapl juga mencakup aktivitas di media sosial. Pernyataan atau unggahan advokat yang berkaitan
dengan perkara yang sedang ditangani berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan, independensi, dan
imparsialitas. Oleh karena itu, advokat perlu memiliki kesadaran etis dalam memisahkan antara
kebebasan berekspresi sebagai individu dan tanggung jawab profesi sebagai penegak hokum (Putri,
2025).

Dengan demikian, tantangan etika profesi advokat di era digital menuntut adanya penyesuaian
nilai dan pedoman etik yang lebih komprehensif. Kode etik profesi yang ada perlu dikembangkan agar
mampu menjawab persoalan etika dalam ruang digital, terutama terkait dengan perlindungan data,
etika komunikasi daring, dan integritas perilaku advokat. Penguatan etika profesi menjadi kunci untuk
memastikan bahwa transformasi digital dalam peradilan perdata tetap berjalan sejalan dengan prinsip
keadilan dan profesionalisme.

Keterbatasan Kode Etik Advokat Konvensional dalam E-Litigation

Kode etik advokat yang berlaku saat ini pada dasarnya disusun untuk mengatur praktik profesi
dalam sistem peradilan konvensional yang menekankan interaksi tatap muka dan penggunaan
dokumen fisik. Orientasi konvensional tersebut tercermin dari pengaturan mengenai hubungan
advokat dengan klien, sesama advokat, dan aparat penegak hukum yang sebagian besar diasumsikan
berlangsung secara langsung. Dalam konteks e-litigation perdata, asumsi ini tidak lagi sepenuhnya
relevan karena praktik beracara telah bergeser ke ruang digital yang memiliki karakteristik dan risiko
yang berbeda.

Keterbatasan kode etik advokat konvensional terlihat dari minimnya pengaturan yang secara
cksplisit mengatur perilaku advokat dalam penggunaan teknologi informasi. Kode etik belum
memberikan panduan yang jelas mengenai pengelolaan dokumen elektronik, keamanan data digital,
serta standar etika dalam komunikasi daring. Akibatnya, advokat sering kali harus menafsirkan sendiri
ketentuan etik yang ada untuk diterapkan dalam praktik e-litigation, sehingga berpotensi menimbulkan
perbedaan pemahaman dan inkonsistensi dalam penerapannya (Nasution, 2022).

Ketiadaan norma etik digital yang spesifik menimbulkan kekosongan hukum dalam mengatur
praktik advokat di ruang digital. Kekosongan norma ini mencakup aspek perlindungan data klien,
penggunaan sistem elektronik pengadilan, serta batasan etis dalam pemanfaatan media digital. Tanpa
adanya norma etik yang tegas, pengawasan terhadap perilaku advokat dalam e-litigation menjadi
kurang efektif, sehingga sulit untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran etik atau tidak.

Kekosongan pengaturan etik digital juga berdampak pada mekanisme penegakan kode etik
advokat. Lembaga pengawas etik profesi advokat menghadapi kendala dalam menilai dan menindak
pelanggaran yang terjadi di ruang digital karena belum adanya standar etik yang jelas dan terukur. Hal
ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan pembinaan profesi advokat, serta mengurangi
efektivitas sanksi etik sebagai instrumen penegakan profesionalisme (Zonia, 2024).

Lemahnya pengaturan etik digital berdampak langsung terhadap profesionalisme advokat
dalam sistem e-litigation perdata. Tanpa pedoman etik yang memadai, advokat berisiko melakukan
kesalahan atau pelanggaran yang dapat merugikan klien dan mencederai integritas proses peradilan.
Selain itu, ketidakjelasan batasan etis juga dapat menurunkan kualitas pelayanan hukum dan
kepercayaan publik terhadap profesi advokat di era digital (Nurfitriana, 2022).

Keterbatasan kode etik advokat konvensional dalam menghadapi e-litigation menunjukkan
perlunya pembaruan dan pengembangan norma etik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Penguatan pengaturan etik digital menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa profesionalisme
advokat tetap terjaga, sekaligus mendukung keberlangsungan sistem peradilan perdata yang modern,
adil, dan berintegritas.

Urgensi Pembentukan Kode Etik Digital bagi Advokat

Pembentukan kode etik digital bagi advokat menjadi kebutuhan yang mendesak seiring dengan
semakin masifnya penerapan e-litigation dalam sistem peradilan perdata. Perubahan pola beracara dari
sistem konvensional ke sistem elektronik membawa konsekuensi hukum dan etika yang tidak dapat
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diatasi hanya dengan mengandalkan kode etik advokat yang bersifat umum. Kode etik digital
diperlukan sebagai instrumen normatif yang mampu mengatur perilaku advokat secara lebih spesifik
dalam ruang digital, sehingga praktik profesi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan
profesionalisme.

Salah satu urgensi utama pembentukan kode etik digital adalah perlindungan terhadap
kepentingan klien dan advokat. Dalam e-litigation, advokat mengelola berbagai dokumen dan
informasi elektronik yang bersifat rahasia dan sensitif. Kode etik digital dapat memberikan pedoman
yang jelas mengenai kewajiban advokat dalam menjaga kerahasiaan data klien, standar keamanan
informasi, serta tanggung jawab advokat apabila terjadi pelanggaran data. Dengan adanya pedoman
tersebut, kepentingan klien terlindungi secara optimal, sementara advokat memiliki kepastian
mengenai batasan dan kewajibannya (Erwin, 2023).

Selain melindungi klien, kode etik digital juga berperan dalam melindungi advokat dari potensi
sengketa atau tuduhan pelanggaran etik yang timbul akibat ketidakjelasan norma. Pedoman etik yang
jelas dan terukur memungkinkan advokat untuk menjalankan profesinya dengan rasa aman dan
percaya diri dalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini penting untuk menciptakan iklim kerja
yang kondusif bagi advokat dalam menghadapi tantangan praktik hukum di era digital.

Urgensi pembentukan kode etik digital juga berkaitan erat dengan upaya menjaga integritas
dan martabat profesi advokat. Perilaku advokat di ruang digital, baik dalam sistem e-litigation maupun
dalam komunikasi daring lainnya, mencerminkan citra profesi di mata publik. Kode etik digital
berfungsi sebagai standar moral dan profesional yang membatasi tindakan advokat agar tetap
menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan dalam setiap aktivitas digital yang
berkaitan dengan profesinya (Anam, 2025).

Lebih lanjut, keberadaan kode etik digital berkontribusi pada terjaminnya kepastian hukum
dan keadilan dalam pelaksanaan e-litigation perdata. Dengan adanya norma etik yang jelas, setiap
tindakan advokat dalam proses beracara elektronik dapat dinilai secara objektif dan konsisten. Hal ini
mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan pihak lain serta memastikan
bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan para pithak (Andriyana,
2024).

Pembentukan kode etik digital bagi advokat bukan sekadar pelengkap dari kode etik
konvensional, melainkan kebutuhan fundamental dalam sistem peradilan perdata modern. Kode etik
digital menjadi landasan penting untuk menjamin perlindungan kepentingan klien dan advokat,
menjaga integritas profesi, serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan e-
litigation di Indonesia.

Arah Pengaturan dan Implementasi Kode Etik Digital Advokat

Arah pengaturan kode etik digital advokat perlu disusun secara sistematis dan responsif
terhadap perkembangan teknologi informasi dalam sistem peradilan perdata. Kode etik digital harus
dipahami sebagai penguatan dan penyesuaian dari kode etik advokat yang telah ada, bukan sebagai
pengaturan yang terpisah. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan mampu menjembatani nilai-
nilai etik profesi advokat dengan praktik beracara secara elektronik yang memiliki karakteristik dan
risiko tersendiri.

Prinsip-prinsip kode etik digital advokat seyogianya berlandaskan pada nilai profesionalisme,
tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam penggunaan teknologi informasi. Prinsip kerahasiaan dan
perlindungan data klien menjadi elemen utama yang harus ditegaskan, mengingat tingginya risiko
kebocoran informasi dalam sistem digital. Selain itu, prinsip integritas dan kejujuran juga perlu
diperkuat untuk mencegah manipulasi dokumen elektronik serta penyalahgunaan sistem e-litigation
(Rahmatulloh, 2025).

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas dan transparansi dalam praktik
advokat di ruang digital. Kode etik digital harus mengatur kewajiban advokat untuk dapat
mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses e-litigation.
Pengaturan mengenai etika komunikasi daring, termasuk penggunaan bahasa yang sopan dan
profesional dalam sistem elektronik pengadilan, juga perlu dirumuskan secara jelas untuk menjaga
martabat profesi advokat.
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Dalam implementasinya, peran organisasi advokat menjadi sangat strategis dalam
merumuskan, mensosialisasikan, dan menegakkan kode etik digital. Organisasi advokat memiliki
kewenangan untuk menyusun standar etik profesi serta melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap anggotanya. Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, organisasi advokat dapat
meningkatkan literasi digital dan kesadaran etis para advokat dalam menghadapi praktik peradilan
elektronik (Wiraguna, 2024).

Mahkamah Agung juga memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kode etik
digital advokat, terutama melalui pengaturan teknis dan kebijakan terkait sistem e-court dan e-
litigation. Sinergi antara Mahkamah Agung dan organisasi advokat diperlukan untuk memastikan
bahwa kode etik digital sejalan dengan regulasi peradilan elektronik yang berlaku. Kerja sama ini dapat
diwujudkan dalam bentuk pedoman bersama, standar operasional, serta mekanisme koordinasi dalam
penanganan pelanggaran etik di ruang digital (Rahmawati, 2024).

Integrasi kode etik digital dalam sistem peradilan perdata elektronik menjadi langkah akhir
yang krusial untuk menjamin efektivitas pengaturannya. Kode etik digital harus terinternalisasi dalam
setiap tahapan e-litigation, baik melalui sistem teknologi maupun budaya kerja para penegak hukum.
Dengan integrasi yang baik, kode etik digital tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga
sebagai pedoman praktis yang mampu menjaga profesionalisme advokat dan mendukung terwujudnya
peradilan perdata yang modern, adil, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan e-litigation perdata telah mengubah praktik
profesi advokat secara fundamental, dengan kode etik konvensional yang tidak mampu menangani
tantangan digital seperti perlindungan data klien, keamanan dokumen elektronik, dan etika komunikasi
daring, schingga pembentukan kode etik digital menjadi urgensi mendesak untuk melindungi
kepentingan klien, menjaga integritas profesi, serta menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Meskipun analisis normatif memberikan kerangka konseptual komprehensif, keterbatasan penelitian
terletak pada sifatnya yang deskriptif-analitis tanpa data empiris primer seperti wawancara advokat
atau analisis kasus pelanggaran siber aktual, yang membatasi generalisasi terhadap praktik lapangan.

Sebagai implikasi praktis, hasil penelitian merekomendasikan sinergi organisasi advokat dan
Mahkamah Agung untuk merumuskan kode etik digital dengan prinsip kerahasiaan, akuntabilitas, dan
literasi teknologi, disertai pelatihan wajib dan integrasi ke sistem e-court. Untuk penelitian selanjutnya,
disarankan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan survei advokat dengan analisis kasus
untuk mengukur efektivitas implementasi kode etik digital, serta kajian komparatif dengan yurisdiksi
lain seperti Singapura atau Malaysia yang telah menerapkan etika digital di peradilan elektronik.
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